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PAP Tindaklanjut
Pemeriksaan BPK

PALU, MERCUSUAR-Delegasi Panitia
Akuntabilitas Publik (PAP) DPD Rl yang
dipimpin Farouk Muhammad berkunjung
ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng
untuk membahas tindaklanjut pemeriksaan

BPK tahun 2012 lalu.

Pada rapat yang digelar di
Pogombo Kantor Gubernur,
Senin (30/6/2014), juga
dihadiri oleh Gubernur Sulteng
Longki Djanggola,Wakil
Gubernur Sudarto, Képala

BPK Perwakilan Sulteng Abdul
Kholik dan sejumlah pimpinan
daerah kabupaten/kota di
Sulteng. Farouk Muhammad,
yang juga senator asal NTB
menjelaskan, kedatangan

PAP DPD RI ini dalam rangka
melakukan koordinasi
terhadap kasus-kasus hasil
pemeriksaan BPK yang belum
diklarifikasi. “Kedatangan
kami, ingin meminta klarifikasi
atau penjelasan sehubungan
dengan realisasi rekomendasi
dari hasil pemeriksaan BPK,”
terangnya.

Sementara Gubernur Longki
Djanggola menuturkan,
secara umum Pemprov
Sulteng melalui SKPD telah
melaksanakan tindaklanjut
tersebut. Sehingga Pemprov

b Rk el

Sulteng dikategorikan Pemda
yang patuh dan taat terhadap
penyelesaian temuan BPK
RI. “Kami sangat merespon
kedatangan PAP ini sebab
tugasnya untuk melakukan
pengawasan agar terciptanya
tertib administasi sesuai
peraturan,” ujarnya.
Sementara Kepala BPK
Perwakilan Sulteng, Abdul
Kholik menjelaskan, di
Sulteng ada tujuh kabupaten
yang tindaklanjutnya sudah
bagus diantaranya Kota Palu,
Kabupaten Sigi dan Banggal

“Sisanya masih ada klarifikasi
diatas 50 persen dan ada juga
beberapa daerah yang masih
dibawah 50 perser,” jelasnya.

Pada kesempatan lain,
PAP DPD RI juga melakukan
rapat dengan. Kepala
Kejaksaan Tinggi Sulteng
dan Kepala Kepolisian
Daerah (Kapolda) Sulteng.
Rapat itu diselenggarakan
dalam rangka mendapatkan
penjelasan tentang proses
penegalkan hukum atas kasus-
kasus tindak pidana korupsi di
Sulteng. san




